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Berdasar uraian yang telah dibahas pada bad terdarulu

maka dapatlah diambil beberapa kesimpulan 3
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Fahwa perjanjian kerja yang lazim dipakel oleh perusahasn -
perusahasn tofaehut 8dalah tertuang dalam bentuk perjanjian
baxu /standart kontrakx yang berupe xesepekaten kerls Vversaus
antara Pengusaha dengan Pekerja .
Bahwa hak-hak stas buruh terbukti ada dan dilsksanskaem oleh
Pengusaha kepads Pekerja ,disamping masih edenya kekurangan
yang perlu penanganan secara mendasar .
Standart penerimaan upah buruh sdalsh dengan memakai sistim
upah dulanan (sebagiasn) dan meyoritas adalah upsh borongan
yang didayarkan sekali dalam seminggu dengan jumlah penori
maan diatas ketentuan pokok upah minimsl dari sektor yang
terkait , disamping itu moreka meldapat jaminan 303ial daxri
perusahaan yang bversangkutan .
Bahwa masalah perburuhan tidak saja memiliki aspok yuridis
tetapl Juga meliputi aspek sosial ekonomi dengan demikian =
pelaksanaanya tentu menimbulkan ketimpangan-ketimpangan dan
perlu psaanganan dari berbugai fihak yang terkait ,
Upaya dan langknh yung diambil oleh Femerintah delem melin
dungi buruh adalah ;
=« Kesghaten kerja ,ynitu : dengan memperhatikan den menga «
wasi jam kerja ,pemberian waktu istirahat , dan adanya hari
1iday , dongan tujuan pokok mdeleh memberikan perlindungan
terhadap buruh ,

= Kelangsungan pendidikan ,peningkatan produktifitas kerju

dan kegadaran hukum ,yaitu kerjassma antara SPSI yPengu -
saha ,dan kantor Departemen Yenaga Kerja Kabupat en mebogail
upaya panerangsn den penynluhan terhadaﬁ pakarja dan Pengue-
saha )

6e BPahwa kurangnya kssadaran hukum masyarakat disebabkan merska

belum mengetahui tentang hukum,karens mereka kurang mendapate
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kan informasi serts rundahnya tingkat pendidikon mereka .,
Perjanjian perburuhan dan perlindunganya yang diatur dae
lam hukum perburthan ternyata sds kesamamnys dengan Ji'p-
lah dan IJaroh dalam hukum Islam , dalem segi 1
Perjunjian ,

Yemberian jasa,

= Pomberian upah .

Sifat hubungan kerja .

o Pontatasan Jangka waktu ,

Kecusli dalam beberupa hal ada perbsdasnya yang menurut hu

kum Perburuhan

= Adanya perjanjian yang saling mengikot .

= Rempunyai hubungrn kerja yang bersifat vertikal.

« Pembatasan jangka waktu,

« Pamutusan hubungan kerjs oleh salah satu fihak yeng me =
rasa dirugikan .

Namun demikian pads prinsipnya bahwa aturan perjanjisn perdu
ruhan dan perlindunganys terhadap buruh di Kabupaten Tulunge
agung ,khususnya di perusshaan rokok RETJO PENTUNG,perusaha-
an tenun SARTINEUL , dan perusahaan sarans bangunan PI' ME -
TROPOOLZ M3GAH , tidak bertentangan dengan hukum Islam ,

Vengingat nilai -nilai Agama Islam teluh manjiwal dan menda-
sari kepads para pelaku proses produksi barang dan jasa di. -

perusahaan-parusahaan tersebut .



